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PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR:   4修 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang i a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan dan
Non periztnan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

maka perlu mengatur kembali pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu
Pintu;

bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 32
Tahun 2ol7 Tentang Pendelegasian Kewenangan perizinan dan
Non perizinan Kepada Kepala Dinas penanamana I\tlodal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Langkat sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi saat ini di tinjau dari segi dasar
hukumnya sehingga perlu dilakukan revisi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan pelayanan

Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepara Dinas penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

b.

C.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 58);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a72al;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO9

tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-1」 ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrah(Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 2014 Nomor

244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5587)scbagairl■ ana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dcngan

Undang-1」 ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

Atas l」ndang-lJndang Nomor 23 tahun 2014 tcntang Pemerintah

Dacrah(Lclnbttall Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

58), Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5679);

Peraturan  Pemerintahan  Nomor  5  Tahun  1982  tentang

Perlllindahan lbukota Kabupatcn Dacrah Tingkat II Langkat dari

Wil[りrah Kot(通nadya Daerah tingkat II Bil可 ai ke kOta stabat di

Wilayah Kabupaten Dacrah tingkat II Langkat(Lembaran Ncgara

Rcpublik lndonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pcrubahan

Batas Wilttah Kotamadya Daerah Tingkat II Bil可 ai, Kabupatcn

Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli

Serdang (Lembaran Ncgara Republik lndonesia Tahun 1986

Nomor ll, Tttbahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nolll10r 3323);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 27 Tahun 2012

Tentang lzin Lingkungan;

Peratural■  Pemerintah Republik lndonesia Nomor 207 Tahun

2015 tentang izin usaha lndustri(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 329);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Tcrintcgrasi Sectta
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5.
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7.
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9,



Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6225l;

10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2ot7 tentang Percepatan

Peiaksanaan Peiayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 22A\;

l-1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2906):.

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubiik

Ind"onesia Nomor 7 Tahun 2Ol8 tentang Pelayanan Pertzinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi da-n

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20iB

Nomor 20a21;

13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara

Eiektronik Sektor Pariwisata;

14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Repubiik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2OI8 Tentang Perizinan Usaha

Simpan Pinjam Koperasi;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 29 I PRT lM I 20 18 tentang

Penyelenggaraan lzrn Mendirikan Bangunan Gedung dan

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan

P erizinan Beru saha terin tegrasi Secara Elektronik ;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.26IMENLHK/SETJEN/KUM.1l7l2018

tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan

Dokumen Lingkungan Hidup da-lam pelaksanaan pelayanan

P erizinan Beru sah a Terintegrasi Secara E lektronik;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

indonesia Nomor P.22IMENLHK/SETJEN/KUM.2l7 l2Ol8
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan

Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indone sia Nomor P.LOZ /ME NLHK/ StrTJBN/ KUJ|r{.Z 122 /2A18

17.
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Tcntang Tata Ctta Perizinan Perlllbllangan Air Lirnbah Melalui

Pclayanan Pcrizinan Bcrusaha Tcrintegrasi Sectta Elektronik;

19.Peraturan  卜lenteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik

lndoncsia Nomor 25 Tahun 2018 tcntang Pcrizinan Bcrusaha

Terintegrasi  Secara  Elektronik  Sektor  Pendidilく 道■  dan

Kcbudttaan;

20.Peraturan Menteri Kesehat〔 通l Republik lndonesia Nomor 26

Tahun 2018 tentang Pela_vanan Perizinan Berusaha Tcrintcgrasi

Secara Elektronik Kesehatal■
;

21.Peraturan L[entcri Pertal■ian Republik lndonesia Nomor  29

PERMENTAN/PP.220/7/2018 tental■ g Tata Ctta Pcrizinan

Berusaha Sektor Pertanial■
;

22.Peraturan ⅣIenteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor 77

Tahun 2018 tentang Pel等 anan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Sccara Elcktronik di Bidang Pcrdagangan;

23,Peraturan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor 88

Tahun 2018 tentang Norrl■ a Standar Prosedur dan Kriteria

Pcrizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Bidang Dttat;

24.Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  Republik

lndoncsia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedorl■ an Tata Cara

Perizinan dan Fasilitas Penanman IⅥ odal;

25,Pcraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal Republik

lndonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara

Pcngendalian Pclaksanaan Pcnanal■ ■an Modal;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016

tentang Pernbcntukan Perangkat Dacrah Kabupaten Langkat

(Lembaral■ Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29);

27.Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata

Ketta Dinas Penanaman Ⅳlodal dan Pcl町anan Pcrizinan Terpadu

Satu Pintu  Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten

Langkat Tahun 2016 Nomor 58);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l
Dalaln Peraturan Bupatiini yang dilnaksud dengan:

1. Daerah ada-lah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Langkat.

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DpMpprsp adalah perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang
penanaman modal dan pplsp Daerah.

5, Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman MOdal dan

Pel等an Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

6。 Pcrangkat Dacrah addah unsur Pcmbantu Bupati dan Dc、 van
Pcttvakilan Rattat Daerah dala■ l penyelengaraan urusan

Pcmerintah yang mettadi kCWCnangall Dacrah.

7.Pendelcgasian Kewenangan adalah Pendelegasian Ke■ venangan
dari Bupati kcpada Kepala Dinas Pcnanaman MOdal dan

Pclεり
ranan Perizinan Tcrpadu Satu Pintu Kabupatcn Langkat.

8.Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selallJutnya

disingkat PPTsP adalah pclayanan secara tcrintegrasi dalam

satu kesatuan proses dirltulai dari tahap perll■ OhOnan sarnpai
dengan tahap penyelcsaian prOduk pelayanan mclalui satu

pintu.

9.Pcrizinan adalah pembcrian dOkumcn atau bukti lcgalitas atas

sahnya sesuatu kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan

tertentu  sesuai dengan ketentuan peraturan  Perundang―

Undallgan.
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10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas

atas sahnya scsuatu kcpada sescorang atau sckciompok orang

dalam kemudahan pelayanan dan infornlasi sesuai clengan

ketcntual■ pcraturan pcrundang― undangan.

Perizinall Berusaha adalah penda■ aran yang diberikan kepada

lDclaku usaha untuk mcmulai dan mcttalankan usaha dan

/atau kCgiatan dan dibcrikan dalam bcntuk pcrsctlttuan yang

dittlangkan dalam bentuk surat /keputusan atau pemcnuhan

persyaratan dan/atau kornitll■ cn.

Pcrizinan Bcrusaha Terintegrasi Sccara Elcktronik atau Onlinc

Singlc Sub■lission yang sclanJutnya disingkat OSS adalah

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk

dan Atas Nama ⅣIenteri, Pelllimpin Lcmbtta, atau Bupati

kepada pelaku usaha sesuai sisten■ elektronik yang terintegritas.

Simendai adalah Sistcl■■ Informasi Manacmen Pcrizinan dan

lnvestasi di Kabupaten Langkat.

Rekomendasi adalah persetl_uuan tlntuk nlcncrbitkan dan/atau

pcnolakan Perizinan dan Non Pcrizinan.

Tiin Tcknis adalah kelolllpok ketta yang dibentuk sesuai

kcbuttlhan  dalam  rangka  pcnyclcnggaraan  PPTSP,  yang

illempunyai  ke、venangan  lilenlberikan  rekoll■ endasi  atas

pcncrbitan Pcrizinan dan Non Pcrizinan.

Rel(omendasi Teknis adalah rekolnendasi dari Tiln Teknis

tentang pcrscttttuan untuk pcncrbitan dan/atau pc■ olakan

pcrizinan dan Non Perizinal■ .

Pclaku Usaha adalah pcrscorangan atau non pcrseorangan yang

mclakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tcrtentll,

Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/kegiatan oleh

pclaku Usaha inelallli OSS.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Leinbaga OSS

untuk dan atas nama Mcntcri,Pilllpinan Lcmbaga,atau Bupati

setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan unttlk

ll■cnllλlai usaha dan/atau kcgiatan sampai sebclunl pclaksanaan

komersial atau opcrasional dengan memenuhi persyaratan

dan/atau KOmitmcn.

Izin Kolalersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan

olch Lcmbaga OSS unttlk dan atas nama 卜Icnteri, Pil■■pinan

Lcmbaga, atau Bupati sctclah Pclaku usaha lmcndapatkan lzin
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Usaha untuk rnelakukan kegiatan Komersial atau operasionai

d.engan memenuhi persyar atan dan / atau Komitmen.

21. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi

persyaratan Izin Usaha, danlatau lzin Komersial atau

Operasional.

22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang seianjutnya

disebut lembaga oss adalah lembaga pemerintah non

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

Bidang koordinasi penanalnan modal terutama pada PFrfSP,

yarlg paling signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan

perrzinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

23. Dokumen lzin Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau

peraturan lainnya yang merupakan legalitas, menyatakan syah

dalam melakukan kegiatan tertentu.

24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan daiam

bentuk Analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

yang dapat dilihat, ditampiikan, dan/atau didengar melalui

komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas

pada tulisan, suara, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol

atau perforasi yang memiiiki makna atau arti atau dapat

dipahami oleh orang yang maffipu memahaminya.

25. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas

Informasi Elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait

dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai

alat verifikasi atau autentifikasi.

26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah

identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

setelah pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

27. }{'ari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat.



BAB II

PENDELEGASIAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

Pasa1 2

(1)Pendclegasian kewcnangan Bupati kepada DPMPPTSP dalそ un

rangka penyelenttaraan pel町 anan perizinan dan Non Perizinan:

a, Perizinan,yang ineliputi:

1,Perizinal■ dengarl sistern OSS;

2,Pcrizinan dengan sisteln Non OSS(SIMENDAI)

b.Non Pcrlzlnan

(2)Izin Sebagairrlana dirl■ aksud pada ayat (1) diberikan apabila

pcmOhOn tclah mcmcnuhi kcwttiban berupa pttak dan rctribusi

daerah dal■  kepesertaan BP」 S Kctenaga Kettaan dan BPJS

Kcschatan.

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 2 ayat (2), penyelenggaraan pelayanal perizinan dan non

perrzinan oleh DPMPPISP meliputi:

a. Penerimaan danlatau penolakan berkas permohonan;

b. Penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;

c. Penyelenggaraan dokumen Perrzinan dan Non Perizinan; dan

d. Pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Non

Perizinan;

BAB III

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN

Pasa1 4

(1)Kewenangan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  dan  non

perizinan olch Kep」 a DPMPPTSP sebagalmal■ a dilnaksud dalam

Pasa1  3,  dilaksanakan  mclalui  ProscS  pc18りranan  dengan

berpedoman pada:

ao Standar Pel等 anan(SP);dan



b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

i2) Standar Peiayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seianjutnya ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PROSES PELAYANAN PERiZINAN

DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

(1) Proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2

dilaksalakan terintegrasi secara elektronik.

(2) Peiayartarr Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi secara

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, dilaksanakan

dengan cara:

a. Sistem OSS yang sebagaimana tercantum dalam iampiran I

Peraturan ini.

b. Sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh DPMPPISP

sesuai ketentuan peraturan perundalg-undaagan dalam hal

ini adalah SIMENDAI, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

KBTENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan

sebelum peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Langkat Nomor 32 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal 7 fueewLav- 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBiT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal V Docawhotr- 2OL9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA

Salinan

DAERAH KABUPATtrN LANGKAT TAHUN

Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HU

ALIMAT AN, SH
NIP.1973 2002121005
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